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BUPATI MAMUJU,

bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan
Pemerintah Xabupaten Mamuju dibidang perhubungan
sebagaimana vyang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Perizinan Angkutan, memeriukan pembiayaan dalam
melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas penyelenggaraan perizinan dimaksud;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang ditindak Janjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu jenis
pelayanan vyang dapat dipungut oleh Pemerintah
Kabupaten adalah perizinan tertentu yang merupakan
kewenangan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan azas
desentralisasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Perizinan Angkutan ;

Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembharan Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822 );

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992
Nomoi 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {(Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
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3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomaor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang 'Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4422); : '

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Necmor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Prasarana Jalan dan Lalu Lintas {Lembaran Negara Tahun

1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomer 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 167 Tahun

2000 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan
Kota;
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16 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 26 Tahun
2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30 ):

17 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun
2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipi! di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun
2G03 Nomor 19); :

18 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun
2005 tentang Perizinan Angkutan (Lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN

ANGKUTAN.,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Kabupaten adalah Kabupaten Mamuiju.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju  beserta
Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Fksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Mamuju;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumputan, yayasan, organisasi
massa,organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembage, bentuk
usaha tetap dan bentuk badan lzinnya;

Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan vang digerakkan oleh peralatan
mesin yang ada pada kendaraan itu;



Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
mengangkut orang atau barang yang dipergunakan oleh umum dengan
dipungut bayaran; '

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan atau
“dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau
untuk mengangkut barang-barang khusus; :

Trayek adalah tlintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan
orang dengan mobil bus dan mobil penumpang, yang mempunvyai asal dan
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak
berjadwal; '

Kartu Pengawasan adalah kelengkapan pada izin trayek dan izin operasi
untuk mengangkut orang/barang dengan kendaraan umum yang melekat
pada masing-masing kendaraan pada saat operasi, untuk memuat identitas
kendaraan, jenis pelayanan, jadwal perjalanan serta tempat persinggahan;

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi;

Mobil Bus adalah setiap kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 {delapan)
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

- Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Retibusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksud pembinaan pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah pembayaran atas pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan untuk meyediakan pelayanan angkutan;

Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang

umum dengan kendaraan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
yang menjadi kewenangan Daerzh;

Retribusi 1zin Operasi Angkutan adalsh pembayaran atas pemberian izin
. kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan

orang-orang khusus dan barang-barang khusus dengan kendaraan yang
tidak dalam trayek;

Retribusi Izin Insidentil adalah pembayaran atas pemberian izin kepada
perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dengan menggunakan
xendaraan bermotor cadangan menyimpang dari izin trayek vang dimiliki
yang menjadi kewenangan daerah;



ad.

bb.

Retribust Izin Dispensasi Jalan adalah pembayaran atas pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan peiayanan angkutan
orang/barang dengan kendaraan angkutan untuk penyimpanan rambu-
rambu tertentu dalam waktu terbatas datam daerah;

Wajib Retribusi adatah orang pribadi atau badan yang memiliki atau

menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu wajib retribusi untitk memanfaatkan perizinan tertentu dari
Pemerintah Kabupaten; :

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPDORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan
data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan daerah ini;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang besarnya pokok retribusi;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah
retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumiah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi febih besar
daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan den atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
pejabat pegawai negeri sipii tertentu di iingkungan Pemerintah Kabupaten
Mamuju vyang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Dearah Kabupaten
Mamuiu,

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal menurut cera yang diatur dalan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi guna menemukan tersangkanya .

BAB 1I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Angkutan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas jasa pemberian perizinan angkutan.



B Pasal 3
Cbyek Retribusi adalah peiayanan yang diberikan oleh Pamerintah Kabupaten
terhadap perizinan angkutan yang meliputi :
Izin Usaha Angkutan;
1zin Trayek;
Izin Insidentil;
Izin Operasi Angkutan: : :
a. Angkutan orang tidak dalam trayek;
b. Angkutan barang.
e. Izin Dispensasi lalan.

an o

Pasal 4
Subyek retribusi perizinan angkutan adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh pelayanan perizinan angkutan yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten yang meliputi izin usaha angkutan, izin trayek, izin insidentil, izin
operasi angkutan dan izin dispensasi jalan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi perizinan izin usaha angkutan termasuk golongan retribusi perizinan
tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa atas retribusi perizinan usaha angkutan diukur
berdasarkan jenis perizinan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan srtuktur dan besaran tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemberian izin
serta pengelolaan sarana dan prasarana

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi biaya
penyediaan blangko, biaya pelayanan, dampak atau beban lingkungan yang
timbul, biaya pemeliharaan jaringan jalan dan biaya operasicnal dalam
rangka pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan usaha
angkittan



BASB VI
SRTUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha angkutan :

a. Untuk angkutan orang adalah sebagai berikut :

- Seat 1 s/d 8 orang Rp. 270.000,-/5 tahun
- Seat 9 s/d 27 orang Rp. 360.000,-/5 tahun
- Seat 28 orang keatas Rp. 540.000,-/5 tahun
b. Untuk angkutan barang adalah sebagai berikut : :
- Mobit Pick up Rp. 225.G00,-/5 tahun
- Mobil Truk Rp. 450.000,-/5 tahun
- Mobil Truk Fuzo dan sejenisnya Rp. 625.000,-/5 tahun
- Mobil Truk 10 roda keatas Rp.  750.000,-/5 tahun
(2} Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah sebagai berikut :
- Mobil Penumpang sampai 8 seat Rp. 135.000,-/5 tahun
Mobii 9 s/d 27 seat Rp. 225.000,-/5 tahun
- Mobil 28 s/d 45 seat Rp. 360.000,-/5 tahun
(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin insidentil adalah sebagai berikut :
- Mobil penumpang Rp.15.000,- 1 x perjalanan pergi pulang
Mobii Bus Rp. 25.000,- 1 x perjafanan pergi puiang

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin operasi angkutan :
a. Untuk izin operasi angkutan orang tidak dalam trayek adalah sebagai

berikut :
Mobil Taxi Rp.1.250.000,~ /5 tahun
- Untuk izin angkutan sewa Rp. 1.250.0C0,- /5 tahun
b.  Untuk izin operasi angkutan barang
Pick Up Rp.  125.000,- /5 tahun
Mobil Truk Rp. 400.000,- /5 tahun

- Mobil Fuso dan mobil Truk 10 roda keatas Rp.  500.000,- / 5 tahun

{5) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin dispensasi jalan Rp.25.000,-/1 kali
jalan

Pasal 9

{1) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 dibayar dengan cara mengangsur
- setiap tahunnya dalam lima tahun

(2) Besarnya angsuran retribusi setiap tahunnya sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi dlpungut didalam wﬁayah kabupaten

'BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

(1) Masa retribusi izin usaha angkutan adalah jangka waktu yang :amanya 5
(lima) tahun

(2) Masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu vang lamanya 5 {I;mé) tahun

(3) Masa retribusi izin operasi angkutan adalah jangka waktu yang lamanya 5
(lima) tahun

{4) Masa retribusi izin insidentil adalah satu kali perjalanan pulang pergi dengan
jangka waktu setama-lamanya 14 (empat belas) hari

(5) Masa retribusi izin dispensasi jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) hari.

Pasal 12
Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13
{1} Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPDORD

(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau yang diberi
kuasa

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD ditetapkan
dengan Peraturan Bupati. .

BAB X
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasai 13 ayat (1)
Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

(2} Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumtah retribusi
yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT



(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dukumén lain vang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) pasal ini, ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborocngkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang
ditunjuk dengan menggunakan SSRD berdasarkan jumlah yang ditetapkan
oleh SKRD, dan atau SKRD tambahan atau dokumen lain vyang
dipersamakan.

(2) Dalam hal! pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Bupati.

Pasal 17 )
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.

- {2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk
mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tersebut dengan alasan
yvang dapat dipertanggung jawabkan

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Pasal ini ditetapkan oieh Bupati

(4) Bupati dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran
Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan aiasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari setelah
jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan
penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan,



(2} Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan
atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus meiunasi retribusi yang
terutang. : :

- (3} Surat teguran/ penyetoran atau surat fainnya sebagaiména dimaksud pada
ayat (2} dIke!uarkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

(4) Bentuk surat teguran/peringatan penyetoran atau surat lainnya untuk
pelaksanaan penagihan Retribusi bagaimana dimaksud pada ayat - (3)
ditetapkan oleh Bupati. : '

BAB XIV "
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Dalam hal tertentu Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi.

(2) Tata Cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
SERTA PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 20

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang
dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah :

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya

(3) Wajib Retribusi dapat mengaiukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar

{4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat {1), pengurangan
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud ayat (2} dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD
dan STRD, dengan memberikan alasan yang tepat dan meyakinkan untuk
mendukung permohonan
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(5) Keputusan dan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan
olek Bupati atau pejabat vang ditunjuk paling larmma 3 (tiga} bulan sejak
surat permohonan diterima

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5}
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka
permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dan pembatatan dianggap dikabulkan

Pasal 21

(1) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa
menolak, menerima seluruhnya atau sebagian, mengurangi atau menambah
besarnya retribusi yang terutang.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 22

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD dan STRD

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus
diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan
diterima

(5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana ayat (4) Bupati atau
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan
keberatan atas SKRD dan STRD dianggap dikabulkan.

BAB XVII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk daiam jangka waktu paling lama 6 {enam)
bulan seiak terimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1)} pasal ini harus memberikan keputusan
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'(3-) Apabita jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini teiah

dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu
keputusan permohonan kelebihan dan atau pengembai:an retribusi dianggap
dikabulkan

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utan'g retribus_i lainnya, kelebihan
retribusi sebagaimana dimaksud ayat(l) pasal ini langsung diperhitungkan
untuk meiunasi terlebih dahulu utang retribusi dan atau sanksi administrasi.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasai ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retnbus: telah Iewat dari
]angka waktu 2 (dua) bulan waijib retribusi diberikan imbalan bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi

Pasai 24

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-
kurangnnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat retribusi;

b, Masa retribusi;

c. Besarnya kelebihan retribusi dan atau pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

{2) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung
atau melalui pos tercatat

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos

tercatat merupakan saat permohonan diterima untuk Bupati atau pejabat
yvang ditunjuk

Pasal 25

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat
perintah pembayaran kelebihan retribusi

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
‘retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (4) pembayaran
dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang juga berlaku sebagai bukii
pembayaran.

BAB XVIII
INSENTIF

Pasal 26

(1) Dalam rangka pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Angkutan, kepada
pengelolah diberikan insentif sebesar 5 % {lima persen) dari realisasi

)



{2) Pengelolah yang dimaksud dalam ayat (1) akan ditunjuk lebih lanjut dalam
Keputusan Bupati

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27
(1) Hak untuk melakukam penagihan retribusi kadalursa setelah metampaui
jangka waktu 3 (tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi
{2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh
apabila :
a. Diterbitkan Surat tequran dan surat paksa;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28
Dalam hal waijib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, maka dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari jumiah retribusi yang terutang atau kurang dibayar
ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak
pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;

b. Meiakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

Melakukan penyitaan benda atau surat; _
Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara,
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h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

© penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui  penyidik
‘memberitahukan hal -tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya; ' '

i, Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungiawabkan :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitanukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
sesuai Undang-Undang Hukumn Acara Pidana yang bertaku.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 12 ayat (1), (2), pasal 16 dan pasal
27 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 {empat} kali retribusi
terutang

(2) Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adatah
pelanggaran

BAB XXII1I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 20
Tahun 1998 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 11 tentang Retribusi 1zin
Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomcr 11 Tanhun
2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2000 Nomor 25) cdinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

: Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeraih i, sepaniang mengenai
tehnis pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.



| Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju
Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 25 Nopember 2005
BUPATI MAMUJU,

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada-tanggal 26 Desember 2005

“TAHUN 2005 NOMOR 11

—__ i



1.

PENJELASAN
- ATAS

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
| NOMOR 10 TAHUN 2005

" TENTANG |
RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah beserta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi
Perizinan Angkutan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,
dengan demikian dalam rangka memungut retribusi tersebut di Kabupaten
Mamuju diperiukan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukumnya.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap jasa
angkutan umum di Kabupaten Mamuju, periu terus menerus dilaksanakan
karena kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan terus berkembang
seiring dengan kemajuan zaman, terlebih dengan terbentuknya provinsi
Sulawesi Barat dengan Mamuju sebagai ibukotanya. Atas dasar itulah
Peraturan Daerah ini disusun, sehingga diharapkan biaya yang dikeluarkan
untuk memberikan pelayanan dalam rangka perizinan angkutan sebagaian
atau seluruhnya dapat dicukupi dari pendapatan retribusi.

Disamping pertimbangan tersebut diatas, dalam rangka
mendukung perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pembangunan
daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang
-berasal dari retribusl daerah perlu diatur, ditingkatkan dan disesuaikan.
Sehubungan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan.
Khususnya penyediaan sarana dan prasarana transportas’ serta usaha
peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Mamuiu, perlu
didukung penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daeran yang
memadai.

Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi yang diatur di
dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

16



Retribusi Perizinan Angkutan ini adalah termasuk obyek retribusi
perizinan tertentu. Qleh Karena
besarnya tarif dalam Peraturan Daerah adalah berdasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian

iZin.

itu prinsip dan sasaran penentuan

Kompeonen untuk menentukan besarnya tarif adalah berdasarkan
pada biaya penyediean blangko, biaya pelayanan, dampak atau beban
lingkungan yang timbul, biaya perawatan jaringan serta biaya operasional
pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11
Pasal 12

Pasal 13 s/d Pasal 14
Pasal 15 ayat (1)

Pasal 16 s/d Pasal 26
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Cukup Jelas

Yang dimaksud dokumen lain
vang dipersamakan dalam pasal
ini dan pasal-pasal selanjutnya
adalah semua jenis surat yang
berisi penetapan besarnya
retribusi terutang.

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan tidak
dapat diborongkan adalah bahwa
seluruh proses kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat
diserahkan kepada pihak ketiga.
Namun, dalam pengertian ini
bukan berarti bahwa Pemerintah
Daerah tidak boleh bekerjasama
dengan pihak ketiga. Dengan

sangat selektif proses
pemungutan retribusi, Pemerintah
Daerah dapat mengajak
bekerjasama dengan badan-badan
tertentu yang karena
profesionalismenya layak
dipercaya untuk ikut
mielaksanakan sebagian
pemungutan jenis retribusi secara
lebih efisien. Kegiatan

pemungutan retribusi yang tidak
dapat dikerjasamakan dengan
nihak ketiga adatah penghitungan
besarnya retribusi yang terutang,
pengawasan penyetoran retribusi,
dan penagitian retribusi.

Cukup Jelas




Pasal 27 ayat (1)
ayat (2) huruf a

, ] nurufb -
Pasal 28 s/d 33

Cukup Jelas

Surat Teguran adalah semua
jenis surat vyang mempunyai
maksud menegur atay
peringatan wajib retribusi,

Cukup Jelas

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6
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